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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 203 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI

Menimbang

Mengingat

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- g

bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan atas surat pemberitahuan pajak terutang
dan/atau surat ketetapan pajak daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan dalam rangka penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak

Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Fajak;



Menetapkan

10.

11.

12.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi Unit Pelayaman Pajak Daerah;

Peraturan Gubernur Npmor 200 Tahun 2012 tentang Klasifikasi dan
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2012 tentang Penilaian dan

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

. IPERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN

tPEN?(ELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
'PERDESAAN DAN PERKQTAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

.

R.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Kepala Dinas Pelayanqn Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak pada
Kata Administrasi.



7.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

'16.

17.

18.

119.

20.

Kepala Suku Dinas f;elayanan Pajak adalah Kepala Suku Dinas
Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.

Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah
Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak yang berada di
wilayah Kecamatan. |

Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah adalah Kepala UPPD yang
berada di wilayah Kecamatan.

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas
Pelayanan Pajak dan Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas
Pelayanan Pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adajah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
pada sektor perdesgan dan perkotaan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan
baru, atau NJOP Pengganti.

Klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah pengelompokan nilai jual bumi
dan nilai jual banguna%yang digunakan sebagai pedoman penetapan
NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.

NJOP meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan pedalaman
serta laut) dan/atau bangunan yang melekat di atasnya.

Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek
Pajak adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan
perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Rajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digupakan untuk memberitahukan besar Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang beserta sanksi administrasi.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau/denda.

Keberatan adalah keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas
ketetapan pajak yang terdapat dalam SPPT dan/atau SKPD.
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21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SPPT atau SKPD.

22. Tim Penyelesaian Keberatan PBB-P2 yang selanjutnya disebut Tim
Penyelesaian Keberatan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas
Pelayanan Pajak atas nama Gubernur yang bertugas untuk
menyelesaikan keberatan PBB-P2.

BAB I
KEBERATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Keberatan

Pasal 2

(1) Waijib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala
 Dinas Pelayanan Paja?atau pejabat yang ditunjuk, atas :

a. SPPT,; dan/atau
b. SKPD.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyarataniformal sebagai berikut :

a. permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang
benar dan baik disertai alasan, dengan ketentuan :

1.

Wajib Pajak Orang Pribadi

a)

b)

c)

a)

b)

surat permohonan mencantumkan nama, tanggal, bulan dan
tahun serta ditandatangani oleh Wajib Pajak;

apabila permohonan dikuasakan harus disertai dengan surat
kuasa bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemberi
kuasa dan penerima kuasa; dan/atau

dalam hal waris, permohonan bermeterai cukup ditandatangani
oleh salah seorang dari ahli waris yang ditunjuk oleh para ahli
waris.

. Wajib Pajak Badan :

surat permohonan dibuat di atas kop surat badan, diberi
tanggal, bulan dan tahun, serta ditandatangani oleh pengurus
atau direksi dan diberi stempel badan; dan/atau

apabila permohonan dikuasakan, kuasanya adalah seseorang
atau badan yang diberi kuasa oleh pengurus atau direksi
dengan surat kuasa bermeterai cukup.

b. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal diteimanya SPPT atau SKPD PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
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c. keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar
PBB-P2 paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak,
dalam hal ini adalah PBB-P2 terutang menurut Wajib Pajak.

(3) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dianggap sebagai Surat
Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(4) Terhadap keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dijawab dengan surat biasa dari Kepala Dinas
Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Selain memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), pengajuan keberatan juga harus
memenuhi persyaratan materil paling sedikit sebagai berikut :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi :

identitas Wajib Pajak;

fotokopi pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;

fotokopi sertiﬁTatlstatus tanah;

fotokopi Kartu [Keluarga untuk waris; dan

surat penunjukan ahli waris dari para ahli waris dalam hal
permohonan diajukan oleh ahli waris dan diketahui oleh pejabat,
sekurang-kurangnya Lurah.

O $u. (0 B0 =

b. Wajib Pajak Badan :

1. identitas pengurus atau direksi atau yang dikuasakan;
2. fotokopi pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;
3. fotokopi sertifikat/status tanah; dan
4. fotokopi Akta Pendirian/Perubahan.

- (2) Wajib Pajak dapat menyampaikan dokumen lain yang berhubungan
dengan pengajuan keberatannya kepada Kepala Dinas Pelayanan
Pajak atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bahan pertimbangan dalam
penyelesaian keberatan.

(3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditolak dengan menerbitkan surat biasa dari Kepala Suku
Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

(1) Wajib Pajak yang ditolak permohonan keberatannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) atau Pasal 3 ayat (3), dapat
mengajukan kembali keberatan, sepanjang masih dalam jangka waktu
pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf b.

(2) Rengajuan kembali permohonan keberatan dengan permohonan baru
dan melengkapi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam
Rasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan persyaratan materil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).



Bagian Kedua
Pengajuan Pemohon Keberatan
Pasal 5

(1) Bengajuan permohonan keberatan kepada Kepala Dinas Pelayanan

Rajak atau pejabat yang ditunjuk, diatur dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. Kepala Dinas Pelayanan Pajak untuk pelayanan penyelesaian
keberatan atas ketetapan pajak termasuk sanksi administrasi
dengan jumlah di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah);

b. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak untuk pelayanan penyelesaian
keberatan atas ketetapan pajak termasuk sanksi administrasi
dengan jumlah di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah); dan

c. Kepala UPPD untuk pelayanan penyelesaian keberatan atas
ketetapan pajak termasuk sanksi administrasi dengan jumlah
sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memenuhi persyaratan formal dan materil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan persyaratan materil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
disampaikan melalui pos tercatat dan tanda terima dari pos merupakan
bukti penerimaan surat permohonan keberatan.

(4) Pengajuan permohonan keberatan tetap dapat diterima, apabila Wajib
Pajak dalam penyamqaian pengajuan permohonan keliru atau tidak
sesuai dengan kewemangan pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(5) Dalam hal terjadinya kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya
permohonan keberatan dari Wajib Pajak, maka permohonan keberatan
disampaikan oleh petugas dari Dinas Pelayanan Pajak atau Suku Dinas
Pelayanan Pajak atau lUPPD ke pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dengan disertai tanda terima atau bukti penyampaian
permohonan keberatan dimaksud.

Bagian Ketiga
Penyampaian Tanda Terima
Pasal 6

(1)Tanda terima dari pos tercatat atas penyampaian permohonan
keberatan oleh Wajib |Pajak melalui pos tercatat, merupakan tanda
terima autentik bagi Dinas Pelayanan Pajak untuk memproses
permohonan keberatan.
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(2)Dalam hal surat penopkan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) dan surat keputusan penolakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), disampaikan melalui pos tercatat,
r!q‘aka tanda penerimaain pengiriman surat dimaksud dari Kepala Dinas
Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk dan tanda terima
pengiriman surat melalpi pos tercatat oleh Wajib Pajak merupakan bukti
tanda bukti terima bagi Dinas Pelayanan Pajak atau Suku Dinas
Pelayanan Pajak atau UPPD dan Wajib Pajak.

Bagian Keempat
Penyelesaian Keberatan
Pasal 7

(1)Berdasarkan permohopan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2), Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Suku
Dinas Pelayanan Pajgk atau Kepala UPPD melalui pejabat yang
berwenang di bidang |penyelesaian keberatan, melakukan penelitian
administrasi permohonan dan penyelesaian persyaratan permohonan.

- (2)Surat penolakan pemmohonan keberatan yang tidak memenuhi
' persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4),
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya permohonan keberatan.

(3)Surat penolakan permohonan keberatan yang tidak lengkap persyaratan
materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya permohonan keberatan.

(4)Penyampaian surat penolakan dan surat keputusan penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah diberi tanggal, bulan,
tahun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau
Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD disampaikan
kepada Waijib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak tanggal surat dimaksud dengan disertai bukti tanda terima.

(5)Apabila berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dinyatakan permohonan lengkap dan memenuhi persyaratan, maka
permohonan diproses dengan ketentuan sebagai berikut :

a. membuat rekapitulasi data penelitian permohonan dan persyaratan
pada formulir penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
Peraturan Gubernur ini;

b. menyusun dokumen persyaratan permohonan sesuai dengan data
penelitian tersebut; dan

c. membuat resume hasil penelitian sebagaimana bentuk resume
sebagaimana tercantum dalam Lampiran |l Peraturan Gubernur ini.

(6)Membuat surat pengantar penyelesaian permohonan keberatan yang
ditandatangani oleh Kegpala Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Suku
Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD, kepada Ketua Tim
Penyelesaian Keberatan.

(7)Menyampaikan surat pengantar kepada Tim Penyelesaian Keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan disertai hasil penelitian
sabagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dilengkapi dengan tanda
terima.
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(8) Berdasarkan permohonan penyelesaian keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), Tim Penyelesaian Keberatan melakukan
penyelesaian permohonan keberatan.

(9) Dalam melakukan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8), Tim Penyelesaian Keberatan dapat :

a. meminta dokumen tambahan yang berkaitan keberatan Waijib Pajak
kepada Wajib Pajak melalui surat yang ditujukan kepada Kepala
Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak
atau Kepala UPPD;

b. menerima keterangan atau penjelasan tambahan yang berkaitan
dengan keberatan dari Wajib Pajak melalui Kepala Dinas
Pelayanan Pajak atau Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau
Kepala UPPD;

c. meminta dilakuka@nya pemeriksaan lapangan atau administrasi
kepada pemeriksa melalui surat yang ditujukan kepada Kepala
Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak
atau Kepala UPPD/untuk menguiji data objek dan administrasi Wajib
Pajak;

d. mengundang Wajib Pajak dan/atau petugas pemeriksa yang
melakukan pemeriksaan;

e. melaksanakan hall lain yang berhubungan dengan permohonan
keberatan; dan/atau

f. meminta Laporan Remeriksaan Pajak Daerah (LPPD).

(10)Tim Penyelesaian Keberatan membuat risalah hasil pembahasan,
yang berisikan sekurang-kurangnya :

i)

. hasil pembahasan;

b. penjelasan Wajib Rajak;

¢. penjelasan petugas pemeriksa yang menerbitkan surat ketetapan;
d. kesimpulan; dan

e. usulan pertimbangan keputusan keberatan.

(11)Tim Penyelesaian Keberatan menyampaikan laporan penyelesaian

' keberatan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Suku

Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD sebagai bahan keputusan
melalui pejabat yang berwenang di bidang keberatan.

Pasal 8

(1) Tim Penyelesaian Keberatan pada tingkat Dinas Pelayanan Pajak
atau Suku Dinas Pelayanan Pajak atau UPPD, dibentuk oleh Kepala
Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubemnur.

(2) Tim Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertugas memberi bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Suku
Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan
diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

Pasal 9

(1) Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Suku Dinas Pelayanan
Pajak atau Kepala UPPD harus memberikan keputusan atas
keberatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal diterimanya permohonan keberatan dari Wajib Pajak.



(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

9

Terhadap pengajuan kembali permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, jangka waktu pemberian keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal
diajukan kembali permohonan keberatan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. mengabulkan seluruhnya;

b. mengabulkan sebagian;
c. menolak; atau

d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

lewat, Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Suku Dinas

Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD tidak memberi suatu keputusan,
maka permohonan keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Waijib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan
Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan dan ditagih dengan STPD.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding pada

pengadilan pajak, maka sanksi administrasi berupa denda sebesar
50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak

dikenakan.

Waijib Pajak yang mengajukan permohonan banding sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), terlebih dahulu harus memberitahukan
secara tertulis denggn meterai cukup paling lama 14 (empat belas)
hari sejak diterimanya surat keputusan keberatan kepada Kepala

Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak

atau Kepala UPPD.

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan banding sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), harus menyampaikan bukti tanda terima
pendaftaran banding dari pengadilan pajak sebagai bukti pendukung
surat pemberitahuan dimaksud.

Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tanda bukti pendaftaran
banding sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atas sanksi denda
sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam
ayat (5), tetap ditagih/dengan STPD.

~ (10) Terhadap Wajib Pajak yang mengajukan banding, tidak dilakukan

(1)

(2)

penagihan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8)
sampai dengan adanya keputusan pengadilan pajak.

Pasal 10

Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3), disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh)‘hari kerja, dengan disertai bukti tanda terima.

Bentuk format Keputusan Gubernur tentang Keberatan PBB-P2 dan
Keputusan Gubernur tentang Keberatan PBB-P2 secara kolektif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran lll dan Lampiran |V Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 11
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB llI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

(1) Terhadap putusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan pengajuan
banding pada pengaqilan pajak berlaku ketentuan peraturan perundang-
undangan sebelumnya.

(2) Terhadap permohonan keberatan atas SPPT dan/atau SKPD tahun
2012 yang diajukan per tanggal 1 Januari 2013 berlaku ketentuan
Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2012

GUBERNUR PROVINS|I DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
\ %
M
JORO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 /Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ay

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAl"iIPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 ' NOMOR 195



Lampiran |

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 203 TAHUN 2012
Tanggal 20 Desember 2012

PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN KEBERATAN

Penelitian Persyaratan **)

No. i Persyaratan Keberatan e Tidak Ada Keterangan
1. | Permohonan at segara tertulis dalam bahasa Indonesia

yang disertai dg ganﬁ:san dan ditandatangani oleh wajib

pajak atau kua

|

2. | Surat Kuasa bet'T'ieteraI cukup apabila permohonan dikuasakan
3. | Identitas wajib gajak

Identitas pengunus atau direksi atau yang dikuasakan®)
4. | Jangka waktu : rmohanan tidak melampaui 3 (tiga) bulan

sejak tanggal SPPT atau SKPD
5. | Fotokopi SPPT PFBAPZS {lima) tahun terakhir
6. | Fotokopi sertiﬁk?t atau status tanah
7. | Fotokopi kartu kFuarga untuk waris
8. | Fotokopi Akta Pindirian atau Perubahan*)
S. | Surat penunju ahli waris dari para ahli waris dalam hal

permohonan digjukan oleh ahli waris dan diketahui oleh

pejabat ’
10. | Dokumen ; jang lainnya yang berhubungan dengan

pengajuan kebe$ tan :

3 ) - : [T ——

7, RN Lsssiasiinmisseins

e T
Keterangan :
*) untuk wajib pajak baban
**) ada/tidak ada diberi tanda (V)

Peneliti,

(Nama jelas)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOK IDODO

-

g




Lampiran |l : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 203 TAHUN 2012
Tanggal 20 Desember 2012

RESUME HASIL PENELITIAN KEBERATAN
Data Waijib Pajak/Kuasa

Nama Wajib Pajak | T e T S e ek e e T T
Alamat Wajib Pajak 4
Nomor Identitas diri P A e A ey
Nama Kuasa e S B TS R AN b s e £ ST e s SV SRR A S s i Sles
Alamat Kuasa :

a2

6. Nomor Identitas diri Kuasa . N————— oy 03 e -t
Data Objek Pajak

Nomor Objek Pajak G o A S T S S AR IO S ARV SR
Alamat Objek Pajak T S L s T R T s e AT S TATETeoS

i

Luas Bumi H semimaaiie m’

Luas Bangunan e m’

NJOP Bumi ! 3 BP cuisinsasissvsnvamsasi

NJOP Bumi Begsama ' R ——

NJOP Bangunan :
NJOP Bangun

Boisd i@ i 1

Bersama BPucssssissusinpuumiasinnioinss

Alasan Pengajuan Keberatan

Pembahasan PermPhonan Keberatan

1 Dasarhukum?

2. Uraian keberaqan

Hasil Pembahasan

1. Diterima deng,in alasan

..............................................................................................................................

2. Ditolak dengan alasan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

G "\

JOKONWIDODO



Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

Lampiran lll : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 203 TAHUN 2012
Tanggal 20 Desember 2013

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

KEBERATA{N PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD PBB-P2

WOMUIRE. - - TANGORE csr oo s

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa sehubungan dengan surat pepgajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Pe:ykotaan (PBB-P2) atas nama Wajib! Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak........cccccccceuenene Nomor... '
1 | R —— yang diterima Dinas/Suku Dinas/UPPD.......c.coeiiiunnn, berdasarkan tanda
tenima NOmOr.........cccooeevers tANEEALcesiirieniirearas BN v TR xmis s atas SPPT/SKPD

-P2*) Nomor............. Tahun Pajak ............. dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang
langkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 Nomor.......c.ccoooi. tanggal.....ccoveeveen.
perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan keberatan PBB-P2 dimaksud;

; bal!fwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Gubernur gemtang Keberaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2 atas
SPR ISKPDPBB-PZ NOIOL i nsimisssiidusissasiomsisns tanggal....

asip

Ungliang—Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Peﬁturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
Papk Bumildan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOWAAN ATAS SPPT/SKPD PBB-P2 NOMOR

.................................. TANGGAL.....coovvieciciireee e

; Mengaﬁulkan | seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak/Menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang

terutap

*) atas pengajuan keberatan PBB-P2 :

Wajib Pajak
Nama
NPWPD
Alamat

SPPT/SKPD PBB P-2*)
omor
Tg,nggal‘ P T T T V=
PBB-P2 yang terutang I e S U
Objek Pajak
Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota Administrasi



KEDUA : Besarpya PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi sebesar
5
Rp.....t. e b i s RN s )
KETIGA : Peng}iitungan lbesarnya PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai
berikut
L Luas (m?) NJOP/m” (Rp)
K
U#alan Bumi Bangunan Bumi Bangunan .
Sem{nla Y concnspsnii: || s | agiratesies | Spaisieeite, | i
Menjadi IO e S [ e —
KETIGA ; Apabi' di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini,
kekelipuan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Kepul'psan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .............
pada tanggal ..............

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Kepala Dinas/Kepala Suku Dinas/Kepala UPPD¥*),

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :
1. Wajib Pajak

2. Kepala Dinas/Suku pinas/UPPD *)

3. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta

Keterangan :
*) coret yang tidak periu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

N

JOKO WIDODO



Lampiran IV :  Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 203 TAHUN 2012
Tanggal 20 Desember 2012

KEPUTUSAN GUBERNUR/PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

KEBERATAN‘PAJN( BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB PZ) SECARA KOLEKTIF

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

powoN g

ATA’ SPPT/SKPD PBB-P2 NOMOR....ruuueeeterssannsaansesenas TANGGAL...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- bapw ungan dengan surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Pep taan PBB-P2) secara kolektif Namor........ccccccevenee. tanggal......ccocoevinn. bulan....ccceveiriveerenennns
t . melalui Organisasi/K Iurahan ...................... yang diterima Dinas/Suku Dinas/UPPD
.............. berdasarkan tanda terima hpmor tanggal............. atas SPPT Tahun Pajak........... dan
de gan mempemmbangkan hasil pjenelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian
Ke ratan PBB-P2 Nomor... PO <1 T/ - perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan
keberatan PBB-P2 dumaksud

b. ba wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Guhernur tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Secara
Kolektif atas SPPT/SKPD PBB-P2 NOMO i...c.ccourinrrmremnssensssnnnnaaes B 1T O

Urﬁang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Pe‘;aturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

Perpaturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
I

|

Pepaturan ‘Gubernur Nomor 203 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian
K;:eratan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOFAAN (PBB PZ) SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT/SKPD PBB-P2 NOMOR....cmmimirnissrsiassassinsns
TANGGAL.............. -

: Memt{prikan keputusan atas pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

(PBB-A2) secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Keberatan PBB-P2 secara kolektif yang
Keputusan Gubernur ini.

: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini,

kekelipuan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

I(eputiusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di .............
pada tanggal ..............
a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
Kepala Dinas/Kepala Suku Dinas/Kepala UPPD*),

NIP
Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :
1. Wajib Pajak
2. Kepala Dinas/Suku inas/UPPD *) GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
3. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta IBUKOTA JAKARTA,

Keterangan :

[
*) coret yang tidak perlu L \

JOKO WRODO





